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DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU

. bahwa dal am rangka menper kuat st rukt ur

per nodal an serta untuk |ebih neningkatkan dan
mengenbangkan kapasitas usaha Perusahaan Daerah
Air Mnum Bersujud, dipandang perlu nelakukan
penanbahan penyertaan nodal daerah kepada
Perusahaan Daerah Air M num Bersujud Kabupaten
Tanah Bunbu;

. bahwa Penanbahan Penyert aan Modal Daer ah

tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Bel anja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai nana
tel ah di t et apkan dal am Per at ur an Daer ah
Kabupat en Tanah Bunbu Nonor 1 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggar an 20009,

. bahwa  berdasarkan perti nbangan sebagai mana

di mksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menbent uk  Peraturan Daerah tentang Penanbahan
Penyertaan Mddal Daerah Penerintah Kabupaten
Tanah Bunbu Ke Dalam Mdal Perusahaan Daerah
Air M num Bersujud Kabupaten Tanah Bunbu Tahun
Anggar an 2009;

. Undang- Undang  Nonor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan Daerah (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1962 Nonor 10, Tanbahan Lenbaran
Negara Republi k I ndonesi a Nonor 2387);

. Undang-Undang Nonmor 2 Tahun 2003 tentang

Penbent ukan Kabupaten Tanah Bunbu dan Kabupat en
Bal angan di Kali mantan Sel atan (Lenbaran Negara



10.

Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 22,
Tanmbahan Lenbaran Negara Republik [Indonesia
Nonor 4265) ;

. Undang-Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2003 Nonor 47, Tanbahan Lenbaran
Negara Republik | ndonesia Nonor 4286);

. Undang- Undang Nonor 7 Tahun 2004 tentang Sunber

Daya Air (Lenbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nonor 32, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 4377);

Undang- Undang Nonor 10 Tahun 2004 tentang
Penbent ukan Peraturan Per undang- undangan
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nonor 53, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4389) ;

Undang- Undang Nonmor 32 Tahun 2004 tentang
Peneri ntahan Daerah (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 2004 Nonor 125, Tanmbahan
Lenmbaran Negara Republik |ndonesia Nonor 4437)
sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nonor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2004
tentang Penerintahan Daerah (Lenbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nonor 59,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik [|ndonesia
Nonor 4844) ;

Undang- Undang Nonmor 33 Tahun 2004 tentang
Peri nbangan Keuangan Antara Penerintah Pusat
dan Penerintah Daerah (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2004 Nonor 126, Tanbahan
Lenbar an Negara Republik I ndonesia Nonor 4438);

. Peraturan Peneri nt ah Nonor 58 Tahun 2005

tentang Pengel ol aan Keuangan Daerah (Lenbaran
Negara Republik 1ndonesia Tahun 2005 Nonor
140, Tanmbahan Lenbar an Negar a Republ i k
| ndonesi a Nonor 4578);

. Peraturan Peneri nt ah Nonor 79 Tahun 2005

t ent ang Pedonan Penbi naan  dan Pengawasan
Penyel enggaraan Penerintah Daerah (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonor
165, Tanbahan Lenbaran Negara Republik I ndonesia
Nonmor 4593);

Peraturan Penerintah Nonmor 38 Tahun 2007
tentang Penbagian Urusan Penerintahan Antara
Penerintah, Penerintahan Daerah Provinsi Dan
Peneri nt ahan Daer ah Kabupat en/ Kot a( Lenbar an
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Negar a Republ i k 1 ndonesi a Tahun 2007 Nonor
82, Tanmbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Nonor 4737);

Peraturan Penerintah Nonor 39 Tahun 2007
t ent ang Pengel ol aan Uang Negar a/ Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2007
Nonor 83, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4738);

Per at uran Daerah Kabupaten Tanah Bunmbu Nonor 15
Tahun 2006 tentang Penbentukan Perusahaan
Daerah Air M num Bersujud Kabupaten Tanah Bunbu
(Lenmbaran Daerah Kabupaten Tanah Bunbu Tahun
2006 Nonmor 15);

Per at uran Daer ah Kabupat en Tanah Bunbu Nonor 23
Tahun 2006 tentang Penyertaan WMbdal Penerintah
Kabupat en Tanah Bunbu kepada Perusahaan Daer ah
Air  Mnum Ber suj ud Kabupaten Tanah Bunbu(
Lenbaran Daerah Kabupaten Tanah Bunbu Tahun
2006 Nonmor 23);

Per at uran Daerah Kabupaten Tanah Bunbu Nonor 14
Tahun 2007 t ent ang Penmbent ukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bunbu (
Lenbaran Daerah Kabupaten Tanah Bunbu Tahun
2007 Nonmor 40);

Per at uran Daerah Kabupaten Tanah Bunmbu Nonor 19
Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Penerintah
Kabupat en Tanah Bunbu kepada Perusahaan Daer ah
Alr  Mnum Bersujud Kabupaten Tanah Bunbu(
Lenbaran Daerah Kabupaten Tanah Bunbu Tahun
2007 Nonor 43);

Per at uran Daerah Kabupaten Tanah Bunmbu Nonor 11
Tahun 2008 tentang Penyertaan Mddal Penerintah
Kabupat en Tanah Bunbu kepada Perusahaan Daerah
Alr  Mnum Bersujud Kabupaten Tanah Bunbu(
Lenbaran Daerah Kabupaten Tanah Bunbu Tahun
2008 Nonor 68);

Per at uran Daerah Kabupaten Tanah Bunbu Nonor 4
Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Tentang
Urusan Penerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Peneri nt ahan Kabupaten Tanah Bunmbu ( Lenbaran
Daer ah Kabupaten Tanah Bunmbu Tahun 2008 Nonor
61, Tanbahan Lenbaran Daerah Kabupaten Tanah
Bunbu Nonor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bunbu Nonor 1
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
Bel anja Daerah Kabupaten Tanah Bunbu Tahun



Anggaran 2009 ( Lenbaran Daerah Kabupaten Tanah
Bunbu Tahun 2009 Nonor 01);

Dengan Perset uj uan Ber sana
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMVBU
dan
BUPATI TANAH BUVBU

MVEMUTUSKAN :

Menet apkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KE
DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AlR M NUM BERSUJUD
KABUPATEN TANAH BUVBU TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dal am Per at uran Daerah i ni yang di maksud dengan
1. Daerah adal ah Kabupat en Tanah Bunbu.

2. Penerintah Daerah adal ah Bupati dan Perangkat Daerah
| ai nnya sebagai unsur penyel enggara Peneri nt ahan
Daer ah.

3. Bupati adal ah Bupati Tanah Bunbu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sel anjutnya
di si ngkat DPRD adal ah Dewan Per waki | an Rakyat
Kabupat en Tanah Bunbu.

5. Anggar an Pendapat an dan Bel anj a Daer ah yang
sel anjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Bel anj a Daerah Kabupat en Tanah Bunbu.

6. Penanbahan Penyertaan Mdal Daerah adalah pem sahan
kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Bel anja
Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sunber
lain wuntuk dijadikan sebagai tanbahan nodal BUVD
dan/atau nodal Pihak Ketiga, dan dikelola secara
kor por asi .

7. Modal Daerah adal ah kekayaan daerah (yang di pi sahkan)
bai k yang berwuj ud uang maupun bar ang.



8. Perusahaan Daerah Air M num Bersujud Kabupaten Tanah
Bunbu sel anjutnya disebut PDAM Bersujud adal ah badan
usaha vyang seluruh atau sebagian besar nodal nya
dimliki oleh daerah nelalui penyertaan nodal secara

| angsung vyang berasal dari kekayaan daerah yang
di pi sahkan.

BAB 1|

TUJUAN

Pasal 2

(1) Penanbahan Penyertaan WMdal Daerah bertujuan untuk

mengenbangkan kapasi t as usaha dal am rangka
meni ngkat kan pel ayanan air mnum kepada nasyar akat
dan/ at au meni ngkat kan pert unmbuhan per ekonom an
daer ah.

(2) Untuk nencapai tujuan sebagai mana di maksud pada ayat
(1) penyertaan nodal daerah dil aksanakan berdasarkan
prinsi p ekonom perusahaan.

BAB |11
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Peneri ntah Kabupaten Tanah Bunbu nel akukan Penanbahan
penyertaan nodal ke dalam nodal PDAM Bersujud Tahun
Anggar an 2009 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga mlyar
rupi ah).

BAB |V
PENGAVWASAN

Pasal 4

(1) Bupati nenunjuk pejabat yang akan nmewakili Penerintah
Kabupat en untuk nel akukan pengawasan atas penanbahan
penyertaan nodal .

(2) Pej abat yang ditunjuk sebagai mana di maksud pada ayat
(1) memaham / mem | i ki wawasan usaha secara
pr of esi onal dan bertanggungj awab kepada Bupati .



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Ketentuan |ebih lanjut nengenai pelaksanaan

Per at ur an

Daerah ini diatur lebih |anjut dengan Peraturan Bupati/

Keput usan Bupati .

Pasal 6

Per at uran Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap or ang dapat nmenget ahui nya,

mener i nt ahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan

penenpat annya dalam Lenbaran Daerah Kabupaten Tanah

Bunbu.
Di t et apkankan di
pada tanggal 2 Juni
BUPATI TANAH BUMBU,
ttd
H. ZAl RULLAH AZHAR
D undangkan di Batulicin

pada tanggal 16 Juli 2009
SEKRETARI S DAERAH KABUPATEN TANAH BUVBU

ttd

H ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2009 NOMOR 02

PENJELASAN

ATAS

Batulicin

2009



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOVOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH

BUMBU KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH Al R M NUM BERSUJUD
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2009

UMUM

Kabupaten Tanah Bunbu nemliki sunber pendapatan yang
potensial apabila dikelola dengan baik untuk itu perlu
di kel ol a dan di kenbangkan agar |ebi h nmaksi mal dal am rangka
meni ngkat kan sunber pendapatan asli daerah dari sektor
usaha dan menper kuat struktur pernodal an nel al ui penanbahan
penyertaan nodal daerah baik dalam bentuk uang maupun
barang yang ada kaitannya dengan dunia usaha yang ada di
daerah nmka Penerintah Kabupaten Tanah Bunbu nel akukan
penanbahan penyertaan nodal daerah ke dalam nodal PDAM
Ber sujud Tahun 2009 sehingga dapat nengenbangkan kapasitas
usaha dal am rangka nenanbah sunber pendapatan daerah serta
peni ngkat an pel ayanan air bersi h kepada nasyar akat .

. PASAL DEM PASAL

Pasal 1

Cukup j el as.
Pasal 2

Cukup j el as.
Pasal 3

Total kesel uruhan Penyertaan dan Penanbahan Penyertaan
Modal Penerintah Kabupaten Tanah Bunbu kepada PDAM
Bersujud Tahun Anggaran 2006 s/d 2009 sebesar Rp.
7.500. 000.000,- (tujuh mlyar lima ratus juta rupiah )
dengan rincian Tahun 2006 tereal i sasi sebesar
Rp. 1.000.000.000,- ( satu mlyar rupiah), Tahun 2007
terealisasi sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu mlyar
delapan ratus juta rupiah), Tahun 2008 terealisasi
sebesar Rp. 1.700.000.000,- ( satu mlyar tujuh ratus
juta rupiah) dan Tahun 2009 Penanbahan Penyertaan nodal
sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( tiga mlyar rupiah).

Pasal 4

Cukup j el as.
Pasal 5

Cukup j el as.
Pasal 6

Cukup j el as.



Pasal 7
Cukup j el as.

TAVBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUVBU
NOVOR 28

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2009
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